PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis
Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor
33 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan
Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan  Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada
tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



14,

15.

16,

17

18.

19,

20.

21.

22.

o W

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang
kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6 ) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);

27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pedoman Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2012 (Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor
33 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan
Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012
Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 56), diubah sebagai berikut :
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1. Ketentuan Lampiran Il Nomor 3 (Surat Perintah Membayar)
judul pada huruf d.5. diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

d.5. Dokumen SPM-LS Lembur

2. Ketentuan Lampiran Il Nomor 3 (Surat Perintah Membayar)
judul pada huruf d.6. diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

d.6. Dokumen SPM-LS Pekerjaan Swakelola Instansi
Pemerintah Lain Non Swadana

3. Ketentuan Lampiran [I Nomor 5 (Teknis Mekanisme
Pertanggungjawaban Dana) huruf d. Angka 1) huruf b),
diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yakni
angka 3a, schingga berbunyi sebagai berikut :

b) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi
1. Surat Perintah Tugas ;
2. SPPD;
3. Kuitansi/bukti penerimaan biaya perjalanan dinas;
3a. Tiket/karcis/bukti transport (dalam hal menggunakan
kendaraan umum);
4. Berkas lain yang diperlukan, antara lain :

a. Tanda terima dokumen (bila melaksanakan kurir);

b. Copy Undangan dari Instansi pengundang ( bila
mengikuti Rakor, Raker, Seminar, atau
Lokakarya/Undangan Dinas lainnya);

c. Laporan Hasil Konsultasi/Koordinasi (bila
melaksanakan Konsultasi/Koordinasi);

d. Laporan Hasil Studi Banding (bila melaksanakan
Studi Banding);

e. Fotocopy sertifikat Diklat (bila melaksanakan
pendidikan dan pelatihan).

4. Ketentuan Lampiran [I Nomor (Teknis Mekanisme
Pertanggungjawaban Dana) huruf d. Angka 1) huruf ¢) angka
1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
¢) Ketentuan lain mengenai Perjalanan Dinas

1. Dalam kondisi tertentu dimana tiket perjalanan tidak
bisa dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban
pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah, maka biaya
perjalanan dinas tidak bisa dibayarkan,

2. Untuk perjalanan dinas luar daerah yang
menggunakan kendaraan pribadi, maka uang transport
diberikan sebesar pembelian BBM kendaraan tersebut;

3. Dalam hal salah satu tiket hilang maka akan
dibayarkan biaya senilai tiket yang ada;

4. Bupati dan Wakil Bupati selaku Pejabat Negara
dikecualikan dalam ketentuan melampirkan laporan
hasil koordinasi, konsultasi dan studi banding, karena
sudah langsung diimplementasikan berupa kebijakan;
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5. Dokumen pendukung perjalanan dinas ke luar negeri
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Mei 2013
BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
H.SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.
SOEHADI MOELJONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Pembina Utama Madya
N O - ‘_N_I_P.' 19600131 198603 1 008
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